METAMORFOSIS DAN PROSPEK
PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA
Oleh: Adib'

Abstrak

Politik Tslam secara substansial merupakan respon Islam untuk
berkuasa dan bernegara, vang menghasilkan perilaku politik,
budaya dan sikap betdasarkan nilai-nilai Tslam.

Dilema Politik Islam berakar dari beberapa masalah mendasar
yang ada dalam kehidupan politik muslim. Beberapa masalah
yang teological, sepertt hubungan antara agama dan negara
‘Dimensi budaya dalam belserapa kelampok muslim membiatnya
sulit untuk bersatn dalaim lsf:]:lldupﬂﬂ politik.

Dalam konteks lni, penyatuan Pihak Islam hampir utopia.
Plusalisme Politik Islam adalah tefleksi dasi pluralisme dalam
masyarakat Islam. Selanjutnya, ploralisme dalam masyarakat
Islam adalsh konsekuensi logis dari proses Islamisasi di negara
kepulanan, yang memiliki intensitas yang berbeda antara satn
temipat dan yang lain.

Kata-kata Kunci: Islam Pariai Politk, Ideologi, kompleksiras
kcygtkma.n.

Abstract

Islamic Politics substantally is aresponse of Islam ro power and
state, which produce political behaviour, colture and atdrude
based on Islamic values,

The Dilema of Islamic Politics roots from some basic problems
that exist in moslem political life. Some problems are teological,
like relatons berween religion and state. The cultural dimension
in some moslem groups make it hard to be unified in political life.

‘ Penulis adalali Dosen Fakultas Dakwili dan Komunikasi [ATN 'Wa]'isﬁu;ga-
Semazang
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In this context, unification of Islamic Parties is almost an
utopia. Pluralism on lslamic Politics is reflection of pluralism
in Islamic society, Further, pluralism in Islamic society is logical
consequence from lslamization process in archipelago state,
which have different intendity between one place and the others.

Keyword: Islamic Political Party, Ideology, interest complexity

A, PENDAHULUAN

Politik adalah cara dan upaya menanpani masalah-masalah rakyat
dengan seperangkat undang-undang untuk mewnjudkan kemaslahatan
dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.>

Parvai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan
pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai
dan sebagainya. Agar anggor partal dapat mengetahui prinsip partai,
program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan
moral pada partainya, komunikasi politik sepesti ini menggunakan media
partai itn sendiri ataw media massa yang mendukungnya.

Partai sebagal sarana kowunikasi politik. Partai menyalurkan aneka
ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan
kepentingan masyarakat (interest aggragzrﬁon) dan merumuskan
kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (interest articulation).
Rumusan ini dibuat sebagai koreksi tethadap kebijakan penguasa arau
usulan kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadilan
kebijakan wmum yang diterapkan pada masyarakat

Partai sebagal sarana sosialisasi politik. Partai memberikan sikap,
pandangan, pendapat, dan odentasi terhadap Ffenomena (kejadiarm,

* peristiwa dan kebijakan) politik yang rerjadi di tengah masvarakat. Sosialisi
politik mencakup juga proses meayampaikan norma norma dan nilai-nilai
dan satn generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, pattai politik berusaha
menciptakan itage (eifra) bahwa ia memperjuangkan kepentingan wmum.

? Salim All alBahnasawi, Wawasan Sistem Politik Tslim, (Jakarta: Pustaky zul-
Kaustar, Cet,l Th, 1999), hial. 8

326 Adib, Metarnorfosis dan Prospek Partai Politik .......



Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Pareai politk berfungsi
mencari dan mengajak orang unmk turnt akdf dalam kegiatan politik
sebagai anggota pariai.

Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di tengah masyarakat
terjadi berbagai perbedaan pendapar, partai politk berupaya untuk
mengatasinya. Namun, semestinygz hal ini dilakukan bukan untuk
kepentingan pribadi atau partai iru sendid melainkan untuk kepentingan

Berkembangava aspirasi-aspizasi politik baru dalam suate masyatakat,
yang disertal dengan kebutuhan terhadap partisipasi politik lebih besar,
dengan sendirinyz menuntt pelembagaan scjumlah  saluran baru,
ﬂianta.taﬁya,mﬁlalui pembentukan partai polidk. baru. Tetapi pengalaman
di beberapa negara dunia ketiga menunjukkan, pembentukan partai baru
tidak akan banyak bermanfaar, kalau sistem kepartaiannya senditi ridak
ikut diperbahatui.

Suatu sisrern kepartaian baru disebut kokoh daa adaptabel, kalau
i mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang
muncul sebagai akibat modernisasi. Dati sudut pandang i, jumldh
partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas
sistem voruk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan
guna menampung partisipasi politik. Sistern kepartaian yang kokoh,
sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. Pertama, melancarkan
partisipasi politik melatui jalur partai, schingga dapat mengalihkan segala
bentuk aktivitas politk apomik dan kekerasan. Kedua, mengcakup Jdan
menyalutkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang
dimaksudlan wtuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh
sistem politik. Dengandemilian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan
organisasi-organisasi yang miengakar dan prosedur y:x.ﬁg melembégn guna
mmgas]mﬂ&sﬂmn kelompok-kelompok barn ke dalam sistem politik,

Lahirnya pattai-partai lslam di Indonesia ini telah menambah
khazanah demokrasi di Indonesia, fenomena lahirnya ini ditengarai
sebagai perwujudan dari hadirnya kembali Kekuatan politik Tslam atau
juga disebut sebagai “repolitisasi Islani™.

Kemudian politik Tslimi adalah aktivitas politk sebagian umat
Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilal dan basis solidaritas
berkelompok. Pendukung perpolikan ini belum tentin seluroh umat
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Islam.® Karena itu, mereka dalam kategori politik dapat disebnt sebagai
kelompok politik Islam, menekankan simbol-simbolisme keagamaan
dalam berpolitik, sepert menggunakan lambang Islam, dan Istilah-stilah
keislaman dalam peratoran dasar organisasi, khittah perjuangan, serta
wacana politil.

Politik Islam secara substansial merupakan penghadapan Islam
dengan kekuasap dan negara yang melahirkan sikap dan perilaka (pofitical
bebavior) sexta budaya politik (political culiaere) yang berorientasi pada nilai-
nilai Islam, Sikap perilaku serta budaya politik yang memalkai kata sifat
Islam, menurut Dr. Taufik Abdullah, bermuls dari suara keprihatinan
moral dan dokttinal tethadap keutuhan komunitas spiritual Islam.

B. DILEMA POLITIK ISLAM

Dalam penghadapan dengan kekuasaan dan negara, politik Islam
di Indonesia sering berada pada posisi delematis. Dilema yang dihadapi
menyanghkut tadk-menadk antara funtatan untuk akmalisasi diti secara
deferminan sebagal kelompok mayoritas dan kenyaraan kehidupan politik
yang tidak selalo kondusif bagi aktualisasi disi tessebut. Sebagai akibatnya,
po]mk Islam dihadapkan pada beberapa pilihan strategls yang masing-
masing mengandong konsekuensi dalam dirinya.

Pertana, strategs akondatif justifikarif tethadap kekuasaan negara yang
sering fidak mencerminkan idealisme Tslam dengan konsekiiensi menerima
penghujatan dari kalangan “garis keras™ umat Islam.

Kedna, strategi Zsvlaiif-oposisional, yaitu menolak dan mermisahkan
diri dari kekuasaan negara untuk membangun kekuamn sendiri, desivan
konsekuensi kehilangan faktor penduLungnya, yaitn kekuatan negara it
sendiri, yang kemudian dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain

Kefiga, strategl Zafogratif-krnafis, yaitu imengintegrasikan did ke dalam
kekuasaan megara, fer;z‘pi tetap leritis terthadap penyelewengan kekuasaan
dalam suatn perjuangan dari dalam. Namun, strategi ini sering berhadapan
dengan begemoni negara itu sendis, sehingga efektifitas perjuangannya
dipertanyakan®,

* Din Syamsudin , Hrika Agama dalam Membangun Masvarakat Nadani, (Jakarta:
Paramadina, Tahun, 2002), hal. 25

' Najih muhammad, Prolilem Streotip PartaiParta) Politik Tstim pada Pemalkaoaan
Kepentingan Keluasaan, (Bundung: Mizan, Th 27106), hal. 264
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Salzh satu isn politik yang sering menempatkan kelompok Islam
pada posisi dilemaus yang sering dihadapi politik Islam adalah pemosisian
Islam vis 2 vis negara yang berdasatkan Pancasila. Walaupun umat Tslam
mempunyat andil yang sangat besar dalam menegakkan negara melalui
peijuangi_m yang panjang dalatn melawan penjajahan dan menegakkan
kemerdekaan, nanmun untuk mengisi negara merdeka kelompok Islam tidalk
selalu pada posisi yang menentukan. Pada awal kemerdekaan, kelompok
Islam yang mempunyai andil yang sangat besar dalam tengeanyang
PKI dan menegaklan Orde Baru tidak terwakili secara proporsional
pada BPUPKI atan PPKI dan karenanya tidak memperoleh kesempatan
untuk ikut menyelenggarakan roda pememﬂﬂla& Mereka bagaikan “orang
yang mendorong mobil mogok, setelah mobil jalan metreka ditinggal di
belakang™..

Sekarang pada era reformasi, gejala demildan mungkin terulang
kembali. Peran kelompok Islam, baik tokoh Islam maupun mahasiswa
Islam dalam mendorong gerakan reformasi sangat besar. Namun, pada
perkembangan selanjutnya, gerakan reformasi tidak selalu berada dalam
pengendalian kelompek Tsham®.

Pengendali reformasi dan kehidupan politik nasional akan berada
pada pihak atau kelompok kepentingan polifik yang menguasai surnber-
sumber kekuatan politik, '

Situasi dilematis politik [<lam sering diperburuk oleh ketidakmampuoan
untuk keluar dari dilema itu seadiri. Hal ini antara lain disebabkan oleh
kurangadanya pemaduan antara semangat politik dan pengetahuan politik.
Semangat politk yang tingei yang tidak disertai oleh pengetahnan yang
luas dan mendalam tentang perkembangan politik sering mengakibatkan
terabainya penguatan taktk dan strategi politik. Dua hal yang sangat
diperfukaq dalam politik praktis dan permainan politik |

Dilema politik Islam berpangkal pada masith adanya problem
mendasar dalam kehidupan politik umat Islam. Problema rerseburada yang
bersifar teologis, seperti menyangkur hubungan agama dan pelitk dalam
Islam. Tetapi, ada yang bersifat murni politik, yains menyanglut strategi
perjuangan politik it sendisi dalam latar kehidupan politik Indonesia yang
kompleks dengan kelompok kelompok kepentingan politik majermuk.

# Suhendrs Adian, Reformasi Partai Dalam Bingkai Negara, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, Tahinn 2008), hal. 56
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C. PROBLEM POLITIK ISLAM

Selain problem yang berasal dari dikotomi santri abangan di kalangan
umat Islam (dikotomi ini adalah konsekuensi logis dari proses islamisasi
yang tidak merata di berbagal daerab nusantara serta perbedaan comk
tantangan kultural yang dihadapi), politik Islam juga menghadapi problema

yang berkembang dari adanya kemajemukan di kalangan kelompok Tslam
itu sendiri. Adalah suatu kenyatasn yang tidak dapat dipungkini bahwa
kelompok politik Islam bukanlah merupakan suatu kelompok kepentingan
tunggéd. Hal ini ditandai oleh bﬂﬂyakﬂj‘a partar-partai y-éﬂg bermunculan
di kalangan kelompolk Islam, baik vang berdasarkan diri pada idiclogi dan
simbol keislaman maupun yang berbasis dukungan umat Islam

Pada era reformasi dewasa ini terdapat banyak partai Islam afau
partai vang berbasis dukungan umat Islam, sepert Partzi Persatnan
Pembangnunan (PPP), Partai Syarikat Tslam Indonesia (PSIT), Partai Umat
Islarn (PUT), Partai Masyumi Baru, Parrai Bulan Bintang (PBB), Partal
Keadilan Sejahtera (PKS), Partal Nahdhatal Ummat Indonesia(PNUI),
Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangldtan Bangsa (PKB), Partai
Kebangkitan Nasional Ularna (PKNU), Partai Bintang Reformasi (PBR),
Parrat Matahari Bangsa (PMB) dan yang lainya.*

fenomena maraknya partai Islam dan partal betbasis dukungan nmat
Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman
kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partal-partal tersebut merupakan
buah eforia politik yang tdak terelaklkan dan proses reformasi. Proses
reformasi yang terjadi memang membedkan angin segar kebebasan bagi
warga negara untuk berserikar dan berkelompok yang selama 30 talun
telah terkungknng oleh kekuasaan absolut sentralistik.

Pharalisme politik Islam merupakan refleksidad pluralisme masyarakat
Islam. Sedangkan pluralisme magyatakat Islam itu sendii merupakan
kensekuensi logis dari proses islamisasi di sebuah negara kepulauan, yang
dasi satu ternpac ke temparyang lain berbeda intensitasr;ya. DaIzun konteks
hubungan antardaerah yang tidak mudah di masa lampan, maka terbuka
kemunglkinan bagi berkembang kelompok atau organisasi Islam yang

_mempunyai clri-citi dan jati did masing-masing. Kelompok yang kemudian

¢ Junaedi, Profil Partai Politik Islam Peserta Pemilu 2009, (Yopyakarea: Pusiaka
“Tioitr, Th. 2008), bial 6263
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mengkristal menjadi berbagai organisasi ini, selaia mempunyai titik temu
pandangan, juga mempunyai ditnensi kaltural tertenin yang membedakan
dengan kelompok umat Islam lain. Pada tingkat tertentu, komittnen
kultural ini telah mengembanglkan tasa solidatitas kelompole di kalangan
umat I[slam yang mengalahkan rasa solidaritas keagamaan mereka.

Dimensi kultural pada berbagal kelompok Islam mengakibatkan
mereka sulit bersatu dalam kehidupan pelitik. Oleh karena i,
penggabungan partai-partai Islam ke dalam sata wadah tunggal ayaris
menjadi #igpia. Eksperimen pada masa Orde Lama melalui Masyumi,
umpamanya, mengalami kegagalan dengan keluarnya NU dari PSTL Begita
juga eksperimen pada masa Orde Baru melalui fosi beberapa partai Islam:
belum sepenulutya berhasil mengkdstalkan kepentingan unsur-nasuryang
bersatu.

Politik Islam di Indonesia secara umum belum berhasil mencapai
efektfitas politik. Salah satu pangkal efektifitas politik menurut Allan
A, Samson adalah kepemimpinan, Kepemimpiman partal politik belum
mampu memfungsikan partal sebagal medium artikulasi kepentingan
polik nmat Islam. Menurur Allan Samson, lebih lanjut, terdapar tiga
faltor yang menyebabkan ketidakefektifan politik tadi, dan hal lain dapar
juga disebut sebagai problema politik Tslam’,

Pertama, adanya overestimasi. Banyak pimpinan partai Islam tentang
kekuatan yang dimilikinya atau aflikasi politik dad apa yang disebut
dengan mitos kemayoritasan. Kedus, bersifat eksternal, yaita adanya usaha
pengrusakan yang disengaja oleh kekmatan politik luar Resga, adanya
perbedaan pandangan antara pimpinan partai tentang hubungan key-n]ﬁnm_l
keagamaan dan aksi pelitik. ” '

Diatas semua itn, problem mendasar poitik Islam adalah kesulitan
untuk mewujudkan persatuan, baik dalam skala antar-partai-partai Tslam
maupun dalain skala intra-satu partai Islam, Pattal Islam rentan terhadap
konflik, dan konflik partai reatan terhadap rekayasa internal”

Berbagai problem tersebur harus mampu diarast oleh partai-parrai
Islam pada era reformasi dewasa ‘ini Adanys penggabungan secara

T Acib Fathom, Politk Istam dan Demokyast Kyvat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar:
Talian 2007 ), hal. 9.
“ Thid
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menyeluruh mungkin tidalk realistis, kecuali mungkin di antara partai-pareai
Islam yang berasal dari rumpun yang sama. Alternatif lain yang tersedia
adalah koalisi, sehingga hanya ada beberapa partai Islam saja yang ikut
dalam Pemilu. '

D. PERUBAHAN ISLAM

Berbicara tentang petkembangan situasi politik dalam negeri menurut

perspekif Tslam, kits mengenal setddaknya dua pedode yang secara

signifikan memberikan pengaruh yang berbeda, yakni periode pra dan
pasca 90-an.

Yang pertama adalah adalah periode heku yang ditandal dengan
ketegangan hubungan antara umat Islam dengan pemerintah, sedangkaa
yang kedua adalah pencairan datd yang pertama, yakni ketika pemerintah
beruabali haluan dalam menatap umat Islam dalam seffing pembangunan
nasional.

Situasi pta 90-an diakui sarat dengan isu polifk yang memper-
tentangkan umat Islam dengan pemerinegh. Peristiwa Tanjung Priok,

- Aceh, Lampung, Komando Jihad, pt“ltdﬂka_n Borobudur, dan yang lainnya
telah memanaskan situasi, Peristiwa peristiwa tersebut, séjak Orde Barn
berdiri, mengukuhkan citra pertentangan antara umat Islam dengan
pemerintah. Situasi ini pada giliranaya menjadikan otganisast Islam tidak
berani “tampil” secara lantang menyuarakan aspirasinya.

Tetapi, situasi tersebut berangsur berubah pada pasea 90-an. Angin
segar seakan bertiup sejuk ke tubith urat Islam, ICMI terbentuk, Sochartey
naik haji, jilbab dilegalisasi di sekolah menengah, bblosnya peradilin
agama dan pendidikan nasinnal yang dinilai menguntungkan, pencabutan
SDSB, penditian BMI, serta suasana keberislaman kalangan birokrasi
yang semalin kental, dan lain-lain yang mensndai era barw politik
akomodasi, umat Islam yang selama ini dianggap sebagai sival kini tidak
lagt. Tumbuh di kalangan pemerintah dan juga ABRI (pada waktu itu),
bahwa pembanguinan Indonesia tidak akan berhasil tanpa menyertakan
umat Islam yang mayoritas, umat Islam harus dianggap sebagai mitra’.

*Tsmail Susanto, Islam ldiolog, (Yogyakarta: Pustaka Pel‘a"jm:, Tahun 2003), hal 75
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Layaknya bola saljn, era akomodasi ini bergulir deras dan cenderung
besar, efeknya terasa, kini bukan tabu lagl umat Islam betbicara tentang
aspirasi Islam. Ii kdlangan pemerintah juga tampak adanya upaya untuk
“menyinggung” peraszan urnat Islam. Demikian terns dalam beberapa
tahum tetakhit, proses “islamisasi” seakan berjalan lancar tanpa h_:ﬂaugan.

Ada dua dua teorl guna meramalkan masa depan bola salju tadi
Perfama, bahwa kelak bola salju ita makin besar. Artinya, kesadaran
keberislaman makin menyebar dan marak menyelimati semmua kalangan.
Kedya, adalah antitesis yang pertama. Bola salju tadi memang membesar,
tetapi hanya sesaat kemudian pecal berkeping-keping alabat terlalu
kencangnya meluncur atau lemahnya ikatan unsur-umsur pembentuk
bole tersebut. Sebagai kemungkinan altematif ini bisa terjadi. Yakni, bila
umat Islam terlalu kencang meluncurkannya, semenrara fkatan di mabuh
umat dan siruasi belum cukup kuat, atau mungkin juga latar belakang ada
otang lain yang sengaja memukul hancur. Bila ini terjadi, kita tidak bisa
menibayaugkan sepertl apa jadinys, dan butuh heiberapa‘ waktu lagi untuk
mendapatkan keadaan serupa, dan di era reformasi sampa saat ini (2010)
umat Islam dalam berpolitik sudzh terpecah-pecah, itu suatu kenyataan tiil
yang kita lihat"". -

Dalam konteks Islam, perkembangan munculnya parmai-partai Islam
yang berada di atas angla S-an—meskipun kemudian melalul proses
verifikasi, hanya 48 partai yang dinilai layak mengikut pemilu—telah
melahirkan penilaian fersenditl. Yang paling umum adalab pandangan
mengenai munculnya kembali kekuatan politik Islam. Orang pun kemudian
mengingat-ingatnya dengan istilsh “repolitisasi Islam”, sesuam yang bisa
menimbulkan konotasi tettentu, mengmmgat pengalaman Islam dalam
sejarah palitik Tndonesia. Padahal, kita sebenarnya boleh menanyakan
apakah benar Islam sejatinya pernah berhenti berpolitik? Walaupun
dengan itu, pertanyaan tersebut bukan untuk mengisyaratkan bahwa Islam
itn adalah agama politk."

1 Salim Al al-Bahnasawi, Wawasan Sistem Politik Islam, (Jakarm: Pusuka al-
Kaustar, Cet] Th, 1999, hald2
U Bakhtiar BEffendy, Repoliisasi Islam; (Jakarta: V. Gramedia, Tahun 2004), hal
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Meskipun demikian sate hal yang harus diingat bahwa mayoritas
penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Langsung atau tidak langsung,
, yang demikian tu mempunyai implikasi politk. Dengan kata lain, kekuatan
politik apa pun, lebih-lebih partai politik, akan sangat memperhitungkan
realitas demografis sepert itu, Artinya, massa Islam bakal diperebutkan
oleh kekuatan-kekuatan politik guna mencari dukungan.

Dalam situasi seperti ini, ada baiknya kita kembali kepada makna
beragama. Ada apa sebenarnya fungsi Islam dalam kehidupan. Seperti
telah sering dikemukakan, agama dapat dilibat sebagai instrumen ilahiyah
untuk “memahami” dania. Dibandingkan dengana agams-agama lain,
Islam paling toudah menerima premis ini. Salah satu alasannya terletale
pada sifat Islam yang emnipresenie. Ini merupakan suatu pandangan bahwa
“di mana-mana” kehadiran Islam hendaknya dijadikan panduan moral
yang benar bagi tndakan tngkah laku manusia,

E. KESIMPULAN

Partai politik sebagai kelompok manusia yang terotganisasikan secara
stabil dengan mijuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan
dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasatkan kekuasaan
tersebut akan memberkan kegunaan tateril dan idill kepada para
anggootarnya

Tidak dipungkiri lagi politik Islam adalah suatn keharusan dalam
sebuah komuniatas Islam yang ‘majemuk. Tetapi, di sisi lain, ia pon
tidak lepas dad dilema-dilema dan problema problema yang merupakan
konsekuensi dalam ditinya. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka
diperlulan strategi dan takuik jitu perjuangan politik dalam latat kehidupan
politik Indonesia yang kompleks dengan kelompolk- kelompok kepentingan
politik majemuk
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